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TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauh mana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;
11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2845/PS.00/X/2022 tanggal 26 OKTOBER 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi
D. Metodologi Pengawasan
1.	Pemeriksaan dokumen
2.	Wawancara
3.	Konfirmasi
4.	Observasi
5.	Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 2 (dua) hari, tanggal 27 Oktober 2022 s.d. 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Abdul Jabar M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	Drs. Hamzah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Efri Sukma, Pemelihara Sarana Dan Prasarana pada Pengadilan Tinggi Agama Padang




	Laporan Monitong dan Evaluasi Pengadilan Tinggi Agama Padang
	i



BAB II
HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan
	NO
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto sudah menyusun Program kerja dengan mengikut sertakan Wakil, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat lainnya. Program kerja sudah dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Program kerja sudah mencakup pernyataan Visi, Misi strategi dan faktor-faktor keberhasilan dan Struktur  organisasi beserta personil  personil  sudah ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Dan pejabat yang kosong sudah diusulkan, tapi belum pernah dievaluasi tentang pencapaian target perkegiatan;

Rekomendasi:
· Wakil harus aktif memantau dan mengevaluasi program kerja, apakah program sudah berjalan sesuai target apa belum  dan konsoltasi dengan ketua;
	· Telah dibuat laporan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto pada periode Januari hingga Juni tahun 2022
	Telah ditindak lanjuti, eviden terlampir

	2
	Kondisi:
· Pengawasan dan Pembinaan pada umumnya sudah berjalan dengan baik,  SK.  Pembagian tugas antara ketua dengan wakil  sudah ada. SK. Hakim Pengawas  bidang sudah ada, Hakim Pengawas bidang  masing masing  sudah melaksanakan tugas pengawasan dari Januari sampai April.  Pada umumnya sudah baik  meskipun sebagian   temuan- temuan belum  ditindak lanjuti  dengan sempurna.

Rekomendasi:
· Harusnya kedepan laporan Hawasbid oleh wakil kepada ketua dan Ketua mengirim laporan itu ke PTA;
	· Ketua dan Wakil Ketua telah memahami bahwa laporan pengawasan yang berjenjang, sehingga untuk laporan pengawasan selanjutnya akan di teruskan kepada PTA Padang.
	Telah ditindak lanjuti, dengan mengirim laporan hawasbid kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.



B. Administrasi Perkara
	NO
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· 1.Penginputan Data Penundaan Sidang
   Setiap Penundaan Sidang telah diinput ke SIPP pada hari sidang ditunda.
2.Upload Relaas Panggilan;
   Setiap relaas panggilan telah diupload ke SIPP sebelum hari sidang.
3.Upload BAS;
   Masih ada BAS yang belum diupload ke SIPP yaitu ( perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Swl sidang tanggal 24 Mei 2022, perkara nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Swl. sidang tanggal 30 Mei 2022, perkara nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Swl sidang tanggal 25 Mei 2022). Kemudian Apload Pemberitahuan Isi putusan, pada umum perkara yang diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir waktu membaca putusan tidak diupload kedalam SIPP. Selanjutnya Upload Edoc  Penetapan Ikrar Talak dan Akta cerai   masih banyak yang belum masuk ke SIPP.
4.E-Doc Arsip/Alih Media Arsip
   Setiap berkas perkara yang telah minut dan BHT telah dialih Mediakan ke SIPP.
   Masih ada berkas perkara yang telah minut dan BHT belum dialih Mediakan ke
   SIPP.(Perkaranomor 37/Pdt.P/2022/PA.Swl)
5.Kelengkapan Data Perkara Upaya Hukum (Verzet/Banding/ Kasasi/ PK;
   Belum ada perkara yang ada upayahukumnya di Pengailan Agama Sawahlunto untuk tahun 2022
6.Perkara Delegasi Panggilan/Pemberitahun
   Setiap perkara delegasi masuk melalui SIPP telah ditindak lanjuti pada konten SIPP.

Rekomendasi:
· Panmud Gugatan/Permohonan/Admin dan Panitera dan Pimpinan harus melakukan monitoring ke SIPP setiap hari, dan croscek berkas dan dicocokan dengan SIPP
	· Telah dilakukan monitoring ke SIPP setiap hari oleh Panmud/Panitera/Pimpinan , dan telah dilakukan crosscheck berkas dan dicocokan ke SIPP
	Telah dilakukan tindak lanjut oleh Panmud/Panitera/Pinpinan. Eviden terlampir.

	2
	Kondisi:
· E. Keuangan Perkara
1.     Saldo Keuangan Perkara pada buku Induk Keuangan Perkara
        Pada buku induk keuangan perkara saldo per 31 Mei 2022 adalah 1. Pada kas tunai sejumlah 
        Rp133.000,00( seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Kas pada Bank sejumlah Rp3.687.000,00 
       ( tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 
       Pada buku induk keuangan perkara belum adanya penutupan setiap 3 bulan oleh Paitera 
       atas perintah   langsung dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto,

2.	Saldo Uang ATK
-	Saldo Keuangan ATK Perkara tidak dapat dilakukan pengawasan  karena yang memegang 
        keuangan ATK Perkara sedang  dinas luar, dikonfirmasikan kepada Panitera, Panitera 
        memperlihatkan buku keuangan ATK perkara yang mana didalam buku tersebut transaksi pada 
        bulan Mei 2022 belum ada, pada sudah akhir bulan. Dilihat pembukuan pada bulan April 2022 
        kasir mensetorkan uang ATK Perkara kepada bendahara ATK Perkara 1 kali dalam satu bulan 
        yaitu setiap akhir bulan.

3.	Saldo Uang Iwadh
	Setiap uang iwadh yang diterima telah disetorkan sesuai peraturan yang berlaku.
4.	Saldo HHK dan HHKL
        Saldo uang hak-hak kepaiteraan tidak dapat dilihat karena petugas yang memegang uang 
        tersebut sedang dinas luar

5.	Saldo Uang Konsinyasi
	Setiap uang konsinyasi telah diserahkan kepada pihak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 
        (saat ini tidak ada uang konsinyasi)

6.	Saldo Uang Delegasi
-	Setiap uang delegasi panggilan/Pemberitahuan telah diserahkan kepada Jurusita/JSP yang ditunjuk melaksanakan Panggilan/ Pemberitahuan.

7.	Saldo Uang Eksekusi
-	Sisa panjar uang eksekusi telah diserahkan kepada Pemohon eksekusi;

8.	Saldo Uang Perkara Belum Daftar
-	Uang panjar perkara belum terdaftar dibukukan dalam buku bantu tersendiri (tidak ada uang perkara yang belum terdaftar)

9.	Saldo Uang Panjar yang belum dikembalikan kepada pihak.
	Setiap saldo uang panjar perkara yang telah putus/BHT dikembalikan kepada pihak.
10.	Saldo Uang Panjar yang lewat 6 (enam) bulan belum disetor ke Kas Negara.
        Tdak ada saldo sisa panjar yang lewat dari 6  bulan karena sudah dikembalikan

Rekomendasi:
· Disarankan kepada Pejabat yang berwenang agar lebih meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan perkara
	· Telah dilakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan perkara oleh pejabat yang berwenang
	Telah dilaksanakan tindask lanjut dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan keuangan perkara, Eviden terlampir.

	3
	Kondisi:
· 2. Implementasi Aplikasi Unggulan Badilag
b.	Kondisi 
1). Aplikasi Antrian Sidang
- Telah tersedia dan belum berfungsi 

2). Aplikasi Informasi Perkara ( Aco Integraited Syistem )
- Telah tersedia dan berfungsi efektif

3). Aplikasi Notifikasi Perkara
- Telah tersedia dan berfungsi efektif

4). Aplikasi E- Keuangan
- Telah berfungsi efektif

5). Aplikasi E- Register
- Telah berfungsi efektif

6). Aplikasi PNBP
- Telah berfungsi efektif

7). Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
- Telah berfungsi efektif

8). Aplikasi E- Eksaminasi
- Telah berfungsi efektif
9). Aplikasi Command Center Badilag
- Telah berfungsi efektif
10). Aplikasi Verifikasi Akta Cerai
- Telah berfungsi efektif

11). Aplikasi Gugatan Mandiri
- Telah berfungsi efektif

Rekomendasi:
· Terhadap aplikasi unggulan badilag yang belum dapat dioperasikan agar segera diusahakan supaya alat/mesin tersebut dapat dipergunakan  dengan semestinya
	· Aplikasi unggulan badilag, antrian sidang telah di jalankan
	Telah ditindak lanjuti, dengan mengaktifkan Aplikasi Unggulan Badilag.eviden terlampir.

	4
	Kondisi:
· C.	Administrasi Perkara dan Yustisial Lainnya

1.	Keadaan Ruang Arsip.
Sesuai LHP yang lalu bahwa Pengadilan Agama Sawahlunto kehilangan arsip perkara dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1990, sekarang sudah ditindaklanjuti dan sedang mengusahakan mencari arsip tersebut.

a.	Kondisi 
1). Fisik Berkas pada Ruang Arsip
-	Pisik berkas  tertata dengan rapi dalam bok sesuai buku II.
	dan arsip yang lebih 30 tahun dapat dihapus.

2). Keadaan Ruang Arsip
-	Ruang arsip rapi dan bersih

	

c.	Rekomendasi

Rekomendasi:
· 
	· 1. Keadaan Ruang Arsip.
Sesuai LHP yang lalu bahwa Pengadilan Agama Sawahlunto kehilangan arsip perkara dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1990, sekarang sudah ditindaklanjuti dan sedang mengusahakan mencari arsip tersebut.

a. Kondisi
1). Fisik Berkas pada Ruang Arsip
- Pisik berkas tertata dengan rapi dalam bok sesuai buku II.
dan arsip yang lebih 30 tahun dapat dihapus.

2). Keadaan Ruang Arsip
- Ruang arsip rapi dan bersih
	Telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pengawas, eviden terlampir.

	5
	Kondisi:
· 1. Implementasi kepatuhan pelaporan melalui Aplikasi Kinsatker Badilag Mahkamah Agung RI
   Setiap data dilaporkan melalui Aplikasi Kinsatker Badilag sesuai kategori laporan     (bulan atau  triwulan) meliputi :
1). Dekorum Ruang Sidang
2). Perkara Ekonomi Syari’ah.
3). Gugatan Sederhana Ekonomi Syari’ah
4). Inovasi
5). Juara/Penghargaa
6). Keuangan Eksekusi
7). Keuangan Konsinyasi
8). Keuangan Perkara
9). Layanan Meja Informasi
10). Sidang diluar gedung (LI-PA 14).
11). Pembebasan Biaya Perkara (LI-PA 15).
12). Pos Bakum (LI-PA 16).
13). Sidang Terpadu (LI-PA 23).
14). Audio Layanan dan Mediasi
15). Perkara E-Court
16). Pengguna Gugatan Mandiri
17). Penilaian APM
18). Validasi PTSP
2. Data ada yang belum dilaporkan ke Aplikasi melalui Kinsatker Badilag sesuai kategori laporan(bulan atau triwulan)

Rekomendasi:
· Petugas/ Pejabat harus memperhatikan aturan yang ada
	· Telah dilaksanakann sesuai dengan aturan yang berlaku
	Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku, eviden terlampir.

	6
	Kondisi:
· Akta Cerai yang Belum diambil pihak

	Kondisi 
-  Masih ada Akta Cerai yang telah diterbitkan belum diambil/diserahkan kepada pihak

Rekomendasi:
· Bagaimana kalau PA. Sawahlnto  berinovasi dalam hal ini dengan tidak menapihkan Ketentuan Peraturan berlaku seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.
	· PA Sawahlunto telah membuat MoU kesepakatan dengan pihak POS Indonesia berupa pengiriman dokumen (termasuk AC) langsung ke alamat pihak berperkara, namun karena terkendala biaya, inovasi ini belum dapat berjalan dengan baik.
	Telah ditindak lanjuti dengan menyurati Wali Nagari- Wali Nagari yang adsa warganya belum mengambil Akta Cerai;



C. Administrasi Persidangan
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Rata rata putusan dalam berkas belum ada yang dijilid, klihatan tidak rapi.

Rekomendasi:
· Putusan harus di jiulid  supaaya kelihatan rapi.
	· Putusan telah di jilid dengan rapi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
	Telah ditindak lanjuti dengan menjilid dengan rapi sesuai dengan rekomendasi Pengawas. Eviden terlampir.

	2
	Kondisi:
· Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA. Swl
BAS. Kedua mau membacakan gugatan , gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2022 dibetulkan dengan pulpen, kelihatan tidak rapi kotor. Harusnya semua berkas yang diminut harus bersih rapi tidak ada coret coretan.

Rekomendasi:
· Panitera sidang setiap melakukan minutasi  harus memperhatikan kebersihan berkas , bilamana ada lembaran yang kotor harus diperbaiki dan prin ualng supya rapi  dan kelihatan bersih.
	· Untuk perkara 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL , hasil koreksi coretan dilakukan oleh pihak penggugat, untuk memperbaiki surat gugatannya.
Dan kedepannya , panitera sidang tidak akan melakukan kesalahan tadi dan akan lebih teliti agar hasil print rapi dan kelihatan bersih.
	Sudah ditindak lanjuti dengan memperbaiki dan lebih teliti agar hasil print rapi dan bersih.

	3
	Kondisi:
· Perkara nomor 2 dan 3/Pdt.GS/2022/PA.Swl Persidangan dilakukan tiga kali sidang tanpa dihadiri pihak lawan (putus Verstek)  siding pertama dan kedua ada panggilan kepada Tergugat,  tetapi pada siding ketiga Tergugat tidak dipanggil pada hal siding kedua Tergugat tidak hadir  perkara lansung diputus.

Rekomendasi:
· Majelis  Hakim setiap mau melaksanakan persidangan harus melihat relas terlebih dahulu, ada atau tidak  ada relas. Sah atau tidak sah relas/panggilan.
	· Sebelum memulai persidangan , Majelis Hakim sakan memeriksa reelas apakah ada atau tidak, sah atau tidaknya relas/panggilan
	Sudah ditindak lanjuti sebagaimana eviden terlampir.

	4
	Kondisi:
· Pada umumnya di PA. Sawahlunto  perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak  belum menjadikan  SEMA. Nomor 4 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, sebagai pertimbangan hukum tetapi masih mengacu pada  UU No ITH1974. KHI. RB.g dll.

Rekomendasi:
· Sudah seharusnya Peradilan Agama  Tingkat Pertama maupun Tingkat banding dalam kasus perceraian menjadikan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan hasil   Rapat Pleno Kamar menjadi  salah satu dasar pertimbangan hukum.
	· Dalam melaksanakan sidang perkara perceraian, PA Sawahlunto akan menjadikan SEMA. Nomor 4 Tahun 2014 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 salah satu dasar pertimbangan hukum.
	Sudah ditindak lanjuti yaitu itu dengan menjadikan SEMA No.4 Tahun 2014 sebagai salah satu dasar pertimbangan, sebagaimana Eviden terlampir.



D. Administrasi Umum
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Tidak ditemukannya tempat penyimpanan uang tunai yang aman / tempat untuk melindungi barang - barang berharga dari bahaya kebakaran atau pencurian pada ruangan bendahara pengeluaran. 
Brankas tersebut masih berada di Gedung PA Sawahlunto yang lama, dengan kondisi yang tidak layak pakai
Kas Tunai disimpan didalam laci meja kerja bendahara

Rekomendasi:
· Melakukan Penghapusan terhadap brankas yang ada di gedung Lama PA Sawahlunto.
Pengadaan Brankas
	· Brankas pada Pengadilan Agama Sawahlunto saat ini dalam kondisi tidak layak pakai,  dan kedepannya akan di usulkan untuk penghapusan, dan akan diusulkan pengadaan brankas untuk Tahun Anggaran 2023.
	Sudah ditindak lanjuti dengan membuat tim penghapusan, sudah ada SK Tim dari PTA dan sekarang tim nya masih dalam proses inventarisasi. 

	2
	Kondisi:
· Terdapat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ke Jakarta pada Tgl 22-24 Maret 2022 , transportasi dibayarkan, namun tidak dapat menunjukan bukti-bukti berupa kuitansi/struk penyedia jasa transportasi total senilai  Rp. 718.000,-

Rekomendasi:
· Agar kelebihan belanja barang tersebut harus dikembalikan ke negara
	· Kelengkapan bukti kwitansi/struk penyedia layanan telah di lengkapi
	Sudah dilengkapi

	3
	Kondisi:
· Kuitansi No. 00051, 00052/KW/401931/2022 tgl 25 Februari 2022 tidak terdapat Nota/struk Pembayaran sebagai dasar pembuatan kuitansi 
kuitansi No. 00054/KW/401931/2022 tgl. 1 Maret 2022, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp 8.600.000 tidak bermaterai
- Dokumen pertanggungjawaban keuangan tersusun rapi per SPM per bulan

Rekomendasi:
· agar segera melengkapi dokumen yang kurang tersebut
	· Dokumen/kwitansi yang kurang lengkap telah dilengkapi
	sudah dilengkapi

	4
	Kondisi:
· SK Pengelola Keuangan nomor W3-A6/002,003,004/KU.01/I/2022  tanggal 3 Januari 2022 tidak terdapat uraian tugas tim, tidak memiliki lampiran daftar honor tim pengelola. PPK dan Bendahara Penerimaan belum ada sertifikat. 
Belum pernah dilakukan pemeriksaan kas oleh KPA 3 bulan sekali

Rekomendasi:
· Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dengan membuat uraian tugas masing-masing personil, membuat lampiran daftar honor tim pengelolaLakukan pemantauan terhadap penerbitan sertifikat bendahara penerimaan yang sudah mengikuti tes
	· Telah di buat SK baru sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012
	Sudah ditindak lanjuti, SK sudah disempurnakan dan dilaksanakan pemerkisaan kas setiap 3 bulan

	5
	Kondisi:
· Pembayaran sewa rumah dinas dilakukan pada peride 1 tahun. 
Pajak yang dikenakan hanya PPH Final , sedangkan menerima sewa dengan nominal diatas 2 juta diwajibkan PPN 11%

Rekomendasi:
· Agar sewa rumah dinas tersebut di sesuaikan dengan peraturan SEKMA No 169/SEK.KU.01/I/2020
	· Untuk periode pembayaran rumah dinas di tahun berikutnya akan di sesuaikan dengan SEKMA No. 169/SEK.KU.01/I/2020
	

	6
	Kondisi:
· - Belum seluruh BMN telah tercatat di aplikasi SIMAK BMN,  DBR tidak sesuai dg barang yang ada dalam ruangan.
- Printer Pengadaan Tahun 2022 belum dilakukan PSP BMN dan kondisi masih diruang Gudang- 
- Terdapat 3 PC pengadaan tahun 2021 yg pendistribusiaanya belum sesuai yang ada Di RKAKL, yaitu 1 PC utk ruangan Ketua, 1 PC untuk Ruangan Server dan 1 PC belum ada penunjukkan dan ditempatkan di dalam Ruang Gudang.
 - Terdapat Kondisi Barang dalam aplikasi yang telah Rusak Berat dan tidak ditemukan tetapi belum diajukan penghapusannya (dilakukan prosedur sesuai ketentuan)
- kwitansi pembelian belanja barang persediaan belum di input ke aplikasi persediaan
- Pencatatatan barang persediaan keluar atau habis pakai yang diserahkan kepada pegawai masih dicatat manual dan belum diinput ke aplikasi
-Belum ada dilaksanakan stock opname ATK  3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada sekretaris

Rekomendasi:
· - Agar segera melakukan update Aplikasi SIMAK (Aset)
- Monitoring dan evaluasi aset baik yang ada dikantor baru maupun kantor lama
- Agar membentuk tim pendataan ulang Aset PA Sawahlunto
- Merinci Aset yang masih ada dan yang tidak ditemukan 
- Untuk Aset yang tidak ditemukan adar dalam laporan mencantumkan nilai aset sesuai dengan nilai yang ada pada aplikasi Aset
- Melaporkan barang yang tidak ditemukan ke Korwil
	· - Telah dilakukan update DBR sesuai dengan kondisi riil
- Untuk tahun anggaran 2022 ada peralihan aplikasi dari SIMAK BMN ke aplikasi SAKTI , sampai saat ini masih menunggu instruksi untuk penarikan saldo awal dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SAKTI sehingga untuk pencatatan BMN yang baru belum dapat di lakukan sampai aplikasi SAKTI dapat digunkan seluruhnya.
- Telah diajukan kepada PTA SK Tim Penghapusan dan telah terbit , dan selanjutnya akan menginventarisasi barang-barang yang akan dihapuskan
	Sudah ditindak lanjuti dengan mengajukan PSP di SIman, mengusulkan Penghapusan, mendistribusikan BMN dan menginput pembelian/distribusi pada Sakti

	7
	Kondisi:
· Masih ada pegawai berdasarkan titik koordinat presensi kehadiran diluar kantor, Submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP belum pernah diinput

Rekomendasi:
· Agar presensi dilaksanakan di kantor ,
	· - Seluruh pegawai sudah melakukan presensi sesuai titik koordinat
- Submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP telah di input
	Sudah ditindak lanjuti
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	Kondisi:
· program kerja belum  dibagikan kepada pejabat terkait (Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris) dan belum di evaluasi

Rekomendasi:
· Agar Melakukan Monev dan Program kerja dibagikan ke Pejabat Terkait
	· Telah dilakukan monev, dan program kerja telah dibagikan kepada pejabat terkait
	Sudah dilaksanakan

	9
	Kondisi:
· Seluruh SOP belum direviu dan diupdate terakhir tahun 2018 (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya)

Rekomendasi:
· Lakukan reviu dan update seluruh SOP berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya, didahului dengan pembuatan SK Reviu SOP yang menuangkan struktur, uraian tugas, jadwal
	· Telah dilakukan reviu SOP sesuai rekomendasi yang diberikan
	Sudah ditindak lanjuti dengan memonitoring dan evaluasi SOP seluruh bagian, masih menggunakan SK yang lama
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	Kondisi:
· Belum tersedianya buku pengunjung pustaka dan buku peminjaman buku pustaka 3. Buku Perpustakaan belum tertata rapi 4. Ruang perpustaakan belum rapi dan berdebu

Rekomendasi:
· Agara disediakannya buku daftar pengunjung
Agar ruang perpustakaan lebih diperhatikan ke rapian dan kebersihannya
	· - Telah disediakan buku pengunjung dan buku peminjaman perpustakaan
- Buku perpustakaan telah disusun rapi dan telah diinput ke dalam aplikasi SLIMS.
- Ruang perpustakaan telah di bersihkan sehingga pengunjung sudah merasa nyaman
	Sudah ditindak lanjuti, buku pengunjung sudah ada, ruangan perpusatakaan sudah rapi dan sebanyak 960 buku sudah diinput



E. Kinerja Pelayanan Publik
	NO.
	TEMUAN PEMERIKSAAN
	TINDAK LANJUT
	HASIL EVALUASI

	1
	Kondisi:
· Laporan dari petugas PTSP kepada Penanggung jawab PTSP Laporan dari Petugas PTSP kepada Penanggung jawab PTP setiap bulan belum ada atau belum dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018

Rekomendasi:
· Diharapkan agar Pengadilan Agama Sawahlnto menyegerakan untuk menyelesaikan pembenahan dari ruang PTSP.
	· - Untuk selanjutnya, laporan dari petugas PTSP kepada penanggung jawab PTSP akan di laksanakan sesuai Keputusan Dirjen Badilag MARI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018

- Pembenahan ruang PTSP telah selesai dilaksanakan
	Pembenahan di PTSP telah dilaksanakan, laporan melalui Kinsatker
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BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN


A. Bidang Manajemen Peradilan
Masih ada yang belum ditindak lanjuti

B. Bidang Administrasi Perkara


C. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan


D. Bidang Administrasi Umum


E. Bidang Kinerja Layanan Publik





BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sawahlunto telah melakukan menindaklanjuti setiap uraian hasil pemeriksaan, namun tindak lanjut pada beberapa temuan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 


B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan kepada pimpinan Pengadilan Agama Sawahlunto agar 
1. Menjaga konsistensi terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan terhadap temuan pemeriksaan dan;
2. Melaksanakan evaluasi kembali terhadap tindak lanjut temuan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan catatan yang tercantum pada kolom hasil evaluasi pada Bab II dan yang telah diekspos pada penutupan kegiatan monitoring dan evaluasi.


[bookmark: _Hlk73710771]Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

Padang, 28 Oktober 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi
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	(…………………………..)
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	Efri Sukma
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